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PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

Menimbang

Mengingat

PERATYRAN BUPATI KATINGAIY

NOMOR 35'aaHulq 2sD

TENTADIG

ORGAIVSASI DAN TATAKERJA IIMT PELAKSANA

TEKMS DINAS ( UPTD ) PADA DINAS Kf,SEHATAN

KABUPATEN KATINGA]\ c/

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA F,SA U,"

BUPATI KATINGAN I,/

a. bahwa sebagai Pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 45 ayat (3) dan (4) Peratur.an

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan dipandang perlu membentuk Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Kesehatan Kabupaten

Katingan g/ ,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut

diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan. ,r/

1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - Undang

Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor 3890. ,/

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau,

Knhupatpn Gurtlmg Mas, Kebupnfpp Pulnrrg Fisau, $apupnJen MprunS Sflyp, 4an
l

$nlupeten Pnrilq T$pur f,i l[llnrat-r Prppinsi Kq{irnant+n Tpner'h ( {-embary

Nppqf+ Sr, puhlik ffinesfs tahrrn ?P02 Nornqr.lq'Ta{nF-hnfl 1-ern}aq1 Neega

Republik Indonesia Nomor 4130 ) ,,/



3. Undang - Undang Nomor 23 Tafun 1992 teriang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3450 ) ; U/

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

Republik Indonesia Nomor a286) ;

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaanNegara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun

Republik Indonesia Nomor a355) ;

5, Tambahan Lembaran Negara

6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4389) ; ,/

7. Undang - Undang Nomor 32 tentarry Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437 ). Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor 12, Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan LembaranNegaraRepublik tndonesiaNomor 48a$; l/

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentarrg Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

a$$; /

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentarrg Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomot 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547); u.-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al94); t/"

ll,Fqnfnfnn Femrnfilqh Nngpr 7fl TEhUn ?005 Tpnlang Pedoman Pembinaan dan

Pegawasurt Petryelenggilaafi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 1.65, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593 ); ,-/

2003

,u,"

2004 Nomor



Menetapkan

lL.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten I Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737 ); (/

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2A07 1rufiang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A07 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a74l ); 9/

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentatg Pengesahan, Pengundangan dan

Penyebarluasan Peraturan Perundang - Undangan; (/

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); t/

16. Peraturan DaerahNomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008

Nomor5); g/

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah; ,/

MEMUTUSKAIY z 9.2

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ORGANISASI DAN

TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS

KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN. L/-

BAB I
KETENTUAII UMUM t/

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

l. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraat

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

,t/
urusan Pemerintah oleh

asas otonomi dan fugas

flprnhafifiafl 
d*1gan Frinsip gfqnflIni fieh+fl$ - lrlatpyu dalam sif911 dan

prinsip Negara $spafua+| Bepqhlik hdpqpptq sphn$pimana dimaknqd Cnlem

Urrdang *Undane pntar N*Fglt Sepr+blik h(onesip Tnhun l8+5. (/
':

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

PenyelenggaraPemerintahDaerah t/



\

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah. v

Bupati adalah Bupati Katingan /

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan t/

Perangkat Daerah adalah Organisasi I Letrbaga pada Pemerintah

Kabupaten Katingan yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam

Penyelenggaraafi Pemerintah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas

Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai

dengankebutuhanDaerah . b/

7. Dinas adalahDinas Kesehatan Kabupaten Katingan ,/

Kepala Dinas adalahKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan t/

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwq dan sosial yang

memungkinkan setiap oftmg hidup produktif secara sosial dan ekonomis g./

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan yang dilalnrkan oleh Pemerintah dan atau
,/

masyarakat. /

11. Kepala lJnit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan. L/

Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di kecamatan

Wilayah Kabupaten Katrngan. y.t

Puskesmas Rujukan adalah Puskesmas yang menerima rujukan perawatan

pasien dari puskesmas lain yang berada di wilayah keqanya. t/ . '

Puskesmas perawatan adalah Puskesmas yang melalrukan pelayanan

perawatan sampai irap. tZ

Puskesmas non Perawatan adalah Puskesmas yang hanya melalcukan

perawatanjalan. U/

pnit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit

Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan.

4.

5.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16,



17. Jabatart Fungsional adalah fda.rar** yang menunjukan tugas tanggung

jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu

satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandtri. >/

BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN ,/

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas

(tlPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katirrgan. u.-

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Btryati- p.z

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini. L/

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

(l) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan adalah unsur

pelaksana teknis operasional Dinas dalam pelayanan di bidang kesehxan t/

(2) Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatail dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala

Dinas. lr/

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan berkedudukan

di Kecamatan. t-/



BAB III
JEMS PUSKESMAS

Pasal 4

Jenis Puskesmas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) pada Dinas

Kesehatan adatah sebagai berikut , t /

a. Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) Rujukan r/
b. Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) Perawatan U/
c. Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) Non Perawatan t/

BAB TV

TUGAS DA}t F'UNGSI

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Kabupaten Katingan t/

Pasal 5

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan yang bertanggung jawab menyelenggarakan kesehatan di suatu

Wilayah kerja. t/
a. Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten ( UPTD ) Puskesmas

berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas

Kesehatan Kabupaten dan merupakan Unit Pelaksana tingkat pertama

serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. ,./

b. Pernbangunan kesehatan

Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraafl kesehatan oleh bangsa

Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat yang optimal. b/

c. Penanggung jawab penyelenggaraan

Penanggung jawab Utama penyelenggaraafi seluruh upaya pembangunan

kesehatan di wilayah Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten,

sedangkan Puskesmas bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya

pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan

Kahr+Fntpn sPsuai dengl+ kerrlarnpuaRnva, t/

,-/



d Wilayah kerja

Secara Nasional, standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu

Kecamatan, tetapi apabiLa disatu kecamatan terdapat lebih dari satu

Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja di bagi antar Puskesmas,

dengan memperhatikan kebutuhan konsep wilayah ( Desalkelurahan atau

RW ). Masing masing puskesmas tersebut secara operasional

bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten- ,,2

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI V/

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (JPTD) pada

Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut , t /

a. Susunan Puskesmas Rujukan terdiri dari : v/

1. Kepala Puskesmas ,/
2. Kepala Tata Usaha /

a Sub bagian umum dan Pegawai ,,/
b Subbagiankeuangan "/

3. KePala Seksi t l

a Seksi Perawatan danPelayanan -"
b Seksi KIA dan KB u/
c Seksi P2 M ,/

4. Jaringan Pelayanan Puskesmas ,"/
a Puskesmas Pembantu u'/'
b. Poskesdes o/
c Bidan di luar/Komunita, t/



b. Susunan Puskesmas Perawatan danNon Perwatan terdiri

dari : ,./

1. Kepala; /
2. Sub bagian Tata Usaha; t/
3. Unit Pelaksana Fungsional Puskesmas; ,/

a. Unit Upaya Kesehatan Perorangan

b. Unit Upaya Kesehatan Masyarakat e'//'

4. Jaringan Pelayanan Puskesmas; /"
- Puskesmas Pembantu Lt
- Puskesmas Keliling ,/
- Poskesdes t/
- Bidan di desa/komunitas t/'

Unit Pelaksanaitn Fungsional Puskesmas (-,"

1 Unit Upaya Kesehatan Perorangan t/"
z.UrrttUpaya Kesehatan InaP /

BAB VI

TATA KERJA

Pasal7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Seksi dan

Pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip

Koordinasi, lntegrasi, Simplikasi dan Sinkronisasi secala Vertikal

maupun Horisontal baik dalam lingkungan unit Pelaksana Teknis

Dinas Kesehatan maupun dengan InstansilSatuan Kerja Perangkat

Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing -
masing. ,'/

Pasal 8

( 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas

Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan

mengordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan,

memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas

bawahannya masing- masing. u/

,/



(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas

Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan serta

menyampaikan laporan secara tepatwaT<[t. vz

( 3 ) Setiap laporan yang diterima dari dan oleh Kepala Dinas

Kesehatan , wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan

memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan ,/

BAB \.II
KEPEGAWAIAI{

Pasal 9

( 1 ) Kepala Unit Rujukan, Kepala Unit, Kepala Bagian Tata

Usah4Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok

jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

atas usulan Sekretaris Daerah. y,,

( 2 ) Kepala Unit Rujukan Eselon III/b, Kepala Unit, Kepala

Bagian Tata Usaha Eselon fV .a, dan Kepala Sub Bagian dan

Kasi Eselon IV .b; L."

( 3 ) PembinaanKepegawaian dilingkungan Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan dilakukan oleh Bupati

sebagai pembina pegawai negeri sipil. \-/"

Pasal 10

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di

lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas

Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang

berwenang sesuai dengan peraturanperundang -undangan. L/

L/



BAB YIII

PEMBIAYAAIT

Pasal 1l

( 1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas

Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kattngan. (/

( 2 ) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan

dapat ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja sendiri

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ,/

BAB IX

KETENTUAIY LAIN _ LAIN L/"

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang

mengenai operasional pelaksanaannya termasuk tngas pokok daa

fungsi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas. (/

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan

sebelumnya yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan di cabut dan

dinyatakan tidak perlu. ,/

/



BAB X

KETENTUAII PENUTUP t/

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Katingan. u/

./

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal q W; 2009 r/

"**trrNGAN L.'

DTIWEL RAWING L/

Diundangkan di Kasongan

padatanggal 4 ft*& 2ngg -/'
PIt. SEKRETARIS DAERAH

( CHRIST TATEL LADJU )

BERITA DAERAT{ KABUPATEN KATINGAN

TAHLII\ 2009 NOMOR : 3tr



Lampiran I : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : .)5 :rAntuN 2009

TA|{GGAL z 4* 2009

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI

UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) RUJUKAN

KABUPATEN KATINGAN

KEPALA

Kasi

Perawatan /Pelayanan

tliidAs
:%

trri{sA
'd%

.l

t

fu]
.TINGAN

JABATAN FUNGSIONAL

- Upaya Kesehatan

- Perorangan (UPK)

- Upaya Kesehatan

- Masyarakat ( UKM )

Subbag I Subbag

Umum/Pegawai I Keuangan

Jaringan Puskesmas :

- Puskesmas Pembantu

- Poskesdes

- Bidan Desa

DUIVEL RAWING

t
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t
I

I

I
l

I
t

I
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c

I
I

*



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KATINGAI\

NOMOR : 35 TAHUN 2009

TAi\GGAL :4tr^- 2009

TENTANG : SUSUNAIII ORGANISASI

UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS )

PERAWATAN DAN NON PERAWATAN

KABUPATEN KATINGAN

BUPATI TINGAN

SUB BAGIAN

TATA USAHA

JABATAN FT]NGSIONAL

- Upaya Kesehatan

- Perorangan ( UKP )

- Upaya Kesehatan Masyarakat ( IIKM )

JABATAN PUSIGSMAS

- Puskesmas Pembantu

- Puskesmas Keliling

- Poskesdes

- Bidan Desa

' r',"..:,.

DUWEL RAWING


